
 
WALIKOTA PEKALONGAN 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  

NOMOR  2  TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 5 

TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PEKALONGAN, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melayani masyarakat  untuk 

memenuhi haknya mendapatkan pelayanan yang lebih 
baik, utamanya di bidang penerangan jalan, perlu 
disertai dengan optimalisasi pendapatan asli daerah; 

 
  b. bahwa pendapatan asli daerah dari pajak penerangan 

jalan perlu diubah dengan menyesuaikan kondisi saat 
ini di Kota Pekalongan;  

 
  c. bahwa  pajak  penerangan jalan  telah  diatur dengan  

Peraturan  Daerah  Kota  Pekalongan Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Pajak Penerangan Jalan; 

 
  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Kota  Pekalongan 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota  
Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak 
Penerangan Jalan; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar  Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1945 tetang Perubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tetang 
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di 
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Repubik 
Indonesia Nomor 551); 



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3381); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun  2016  tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5950);   

7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran 
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5); 

 
Dengan Persetujuan Bersama  

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN 

 
dan  

 
WALIKOTA PEKALONGAN 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA 
PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK 
PENERANGAN JALAN. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota 
Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 



Pasal 6 

(1) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain untuk 
keperluan bukan industri, pertambangan minyak bumi dan gas 
alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% 
(sepuluh persen). 

(2) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain untuk 
keperluan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif 
Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). 

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak 
Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima 
persen). 

 

2. Pasal 32 dihapus. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 
Pekalongan. 

 
 

 Ditetapkan di Pekalongan 
 pada tanggal 5 Februari 2021 

 

Diundangkan di Pekalongan 
pada tanggal 5 Februari 2021 
 
SEKRETARIS DAERAH, 
 
 
 
   SRI RUMININGSIH 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA 

TENGAH: (2-11/2021) 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 2 

 WALIKOTA  PEKALONGAN, 
            Cap. 
                      Ttd. 
  
 M. SAELANY MACHFUDZ 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN 

NOMOR 2 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR  5 

TAHUN  2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN 

 

I.  UMUM 

 

 Dalam rangka melayani masyarakat untuk memenuhi haknya 
mendapatkan pelayanan yang lebih baik, utamanya di bidang penerangan 
jalan, perlu disertai dengan optimalisasi dan peningkatan pendapatan asli 
daerah dari pajak penerangan jalan. 
 
 Dengan perkembangan kondisi saat ini, pajak penerangan jalan 
perlu disesuaikan dengan mengubah Peraturan  Daerah Kota Pekalongan 
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan. 

 
 

II. PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal I 

Cukup jelas.  

 

Pasal II 

Cukup jelas. 

 


